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Majunya Gibran “sang anak presiden” ke kontestasi pilpres
memunculkan banyak polemik dan isu-isu seperti hukum,
moralitas, dan etika dalam waktu yang bersamaan. Polemik ini
diawali dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah
batasan umur capres-cawapres. Polemik ini tidak hanya
mempertanyakan posisi hukum dan etika, tetapi juga asumsi
dinasti politik dan nepotisme. Pertanyaan yang selanjutnya
hadir adalah sejauh mana hukum dan etika berperan. Hukum
harus berbuat adil dan etika harus bicara nurani. Melalui artikel
ini yang menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis,
penulis akan menjelaskan bagaimana hukum dan etik berperan
dalam pemilihan umum 2024. Dari kasus tersebut, diperlukan
prinsip yang harus dijunjung tinggi agar terbentuk kebenaran
dan keadilan yang hakiki.
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Pendahuluan

Indonesia digemparkan dengan pencalonan anak presiden yang digadang-gadang menjadi
pendamping salah satu paslon, yaitu Prabowo Subianto. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
tampak seperti memberi jalan pintas bagi anak presiden, Gibran Rakabuming. Terlebih, ketua
MK pada saat itu adalah Anwar Usman, yang merupakan paman sekaligus adik ipar ‘bapak’

presiden. Lantas, mengapa keputusan tersebut menjadi lampu hijau?

Keputusan MK yang terbaru mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden membolehkan
capres atau cawapres untuk maju dalam pilpres walaupun belum berusia 40 tahun; asalkan pernah
terpilih dan menjabat sebagai kepala daerah minimal 2 tahun. Keputusan MK atau dinarasikan
keputusan “paman” lantas menjadi ‘gorengan’ massal mengenai keterlibatan anggota keluarga
untuk laju politik sanak saudaranya.

Masyarakat—dengan segala kekacauan segera memboyongi keputusan tersebut dengan berbagai
asumsi dan kontroversi. Masyarakat meneriakkan narasi bernada sentimen soal kepanjangan MK
seperti ‘Mahkamah Keluarga’, ‘Membantu Keponakan'. Narasi sentimen ini kemudian diolah
menjadi opini publik yang mengatakan adanya ‘bayi nepotisme’ dan ‘politik dinasti terlahir
kembali’.

Pertanyaan sekarang adalah, benarkah narasi sentimen itu benar-benar terbukti secara hukum?
Atau hanya isu murahan untuk menjatuhkan paslon tertentu? Melalui artikel ini, penulis akan
menggunakan metode deskriptif analisis yang akan mencoba memaparkan bagaimana polemik

tersebut dipandang dari kacamata hukum.
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunkan pendekaran kualitatif. Penelitian ini menggunakan artikel, jurnal, dam
Google Scholar sebagai sumber data penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan

mengumpulkan sumber-sumber penulisan seperti artikel dan jurnal yang bersumber dari Google

Scholar.
Hasil dan Pembahasan

Polemik mengenai keputusan MK dimulai dari seorang mahasiswa semester akhir bernama Almas
Tsaqibbirru yang mengajukan uji materiil Pasal 169 huruf g UU Pemilu mengenai batas usia
minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dan dikabulkan oleh

Mahkamah Konstitusi (MK).

MK kemudian menerima uji materiil tersebut dan mengesahkan keputusan baru mengenai batas
usia capres-cawapres. Sementara di sisi lain, Gibran tampak seperti “dipersiapkan” dan dipoles
oleh partai-partai gemuk untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Saat ini, Gibran berusia
36 tahun dan dengan adanya keputusan final MK, Gibran mendapat lampu hijau dan restu dari
MK untuk maju menjadi kontestan Pilpres 2024.

I. Dinamika Politik Setelah Pencalonan Gibran

Hujan dukungan mengalir deras kepada anak sulung Presiden Jokowi untuk maju
mendampingi Prabowo Subianto. Namun, dukungan ini berasal dari Koalisi Indonesia
Maju (KIM) sedangkan masyarakat nampak ‘menutup tangan’ dan memberi lampu merah
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terhadap pencalonan Gibran. Pencalonan Gibran dianggap sebagai contoh berpolitik yang

buruk karena menodai konstitusi.

Keputusan MK dalam mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres justru menjadi
berbeda di pandangan masyarakat. Masyarakat memandang MK tampak menyedihkan
dan hanya menyisakan ironi. Pemakaian kata ‘atau’ untuk kepala daerah bisa menjadi
calon presiden dan wakil presiden, sekalipun usianya di bawah 40 tahun, membuat
keputusan MK sangat bertentangan dengan asas keadilan.

2. Bagaimana Peran ‘Bapak yang Baik’ dalam Pencalonan Anak Kesayangannya?

Presiden Jokowi nampaknya sangat serius dalam pilpres kali ini, meskipun bukan dirinya
yang maju sebagai kontestan. Cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi dianggap
sebagai keseriusan Jokowi dalam mempromosikan anaknya. Tudingan cawe-cawe Jokowi
dimulai dari penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang dianggap melukai demokrasi

dan rentan nepotisme.

Dengan sadar, Presiden Jokowi mengakui keterlibatannya dalam ikut campur politik dan
menandakan adanya peran aktif presiden dalam arena politik dan pemilu. Cawe-cawe
Jokowi dipandang sebagai upaya untuk menjaga pembangunan yang telah berjalan selama
I3 tahun. Tudingan cawe-cawe presiden melahirkan reaksi dan pendapat yang beragam.
Sebagian menganggap cawe-cawe adalah bentuk hak partisipasi politik, tetapi sebagian
menganggapnya hal tersebut tidak seharusnya dilakukan seorang kepala negara, terlebih
anaknya mengikuti kontestasi tersebut. Pengakuan cawe-cawe tersebut menjadikan
pertanyaan di masyarakat mengenai netralitas seorang presiden. Sebagai presiden,
netralitas dan objektivitas adalah keharusan dan harus ditunjukkan.

3. Bagaimana Hukum Memandang Polemik Negeri Ini?

Ironi dari tindakan Presiden Jokowi adalah ia nampak tidak mencegah dan memberi pintu
untuk anaknya menjadi cawapres dan terkesan mematikan praktik demokrasi dalam
negeri. Pandangan hukum mengenai pencalonan Gibran dapat dilihat dari sisi konflik
kepentingan, yaitu bila ada benturan kepentingan maka keputusan tidak sah. Selain itu,

tindakan KPU dalam menyikapi keputusan MK bukanlah kepada PKPU tetapi melalui
surat ke partai politik.

Narasi dinasti politik juga turut menggaung di telinga masyarakat. Menurut pakar hukum
tata negara, Feri Amsari, tampilnya Gibran menjadi cawapres Prabowo mendukung
lahirnya dinasti politik. Dinasti politik Pangi Syarwi adalah pewarisan kekuasaan politik
kepada anggota keluarga tanpa memperhatikan kompetensi dan kapabilitas orang
tersebut. “Praktik politik dinasti sudah menjadi kebiasaan buruk para politisi yang
menjadi ancaman serius terhadap penurunan kualitas demokrasi itu sendiri,” kata Pangi.

Dampak polemik majunya ‘anak presiden” menyentuh Ketua dan Komisioner KPU karena
dianggap melanggar kode etik DKPP. Ketua dan Komisioner KPU dianggap bersalah
karena membuka pintu untuk pencalonan Gibran padahal aturan di KPU masih
mewajibkan usia minimal calon adalah 40 tahun. Ridwan, seorang ahli administrasi
negara, bersuara bahwa pencalonan Gibran tidak sah dan melangkahi konstitusi serta
melanggar administrasi.
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4. Apakata Etika dan Moral Mengenai Polemik Ini?
A. Hukum dan Moral

Pepatah mengatakan bahwa hubungan hukum dan moral tidak dapat dipisahkan.
Hukum bukan hanya sekadar aturan yang mengikat tapi harus dirumuskan melalui
aturan yang adil dan berlandaskan moral. Namun, kenyataannya ada kegiatan dimana
orang melanggar hukum dan tidak bermoral. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap tokoh tertentu dan penegak hukum. Semua pihak
baik pembuat atau pelaksana hukum harus memahami norma moral dalam hukum.
Hukum yang bermoral dapat memberikan efek baik bagi masyarakat dan
pemerintahan itu sendiri.

B. Keterkaitan Etika (Moral) dan Hukum

Etika adalah ajaran untuk membimbing dan mengontrol perilaku serta tindakan
manusia. Sedangkan hukum adalah alat untuk menertibkan dan mengatur masyarakat.
Hubungan antara hukum dan etika dapat dilihat dari tiga sisi dimensi, yaitu dimensi
substansi, dimensi keluasan hubungan, dan dimensi alasan pematuhan atau
pelanggaran manusia terhadap hukum. Menurut dimensi cakupan, etika memiliki
posisi yang lebih penting dari hukum. Dimensi ini menganggap pelanggaran hukum
berarti pelanggaran etika.

Dimensi ketiga menyoroti posisi etika dimana manusia melanggar dan mematuhi hukum
bukan karena takut tapi ada pemahaman yang baik mengenai hukum itu sendiri. Oleh
karena itu, hukum dan etika atau moral harus ada dalam setiap dimensi penyelenggara
hukum, misalnya pemilihan umum. Hukum haruslah adil dan setara bagi semua individu.
Etika dalam konteks pemilu berkaitan dengan transparansi proses berjalannya pemilu.

Dalam konteks politik dinasti misalnya, moralitas mempertanyakan bagaimana hukum
dan etika itu benar-benar ada. Mora mencakup pertimbangan etika seperti nepotisme.
Pertanyaan etis yang muncul ketika ada politik dinasti adalah apakah hal tersebut wajar
dan sesuai dengan prinsip moral?. Sudut pandang moral juga menekankan risiko
nepotisme dna penyelewengan kekuasaan. Perspektif moral juga memandang politik
dinasti sebagai ketidakadilan dan jika dipandang dari segi hukum, hal ini melanggar asas
demokrasi.

S. Benarkah Kedurhakaan Konstitusi dan Etika Terjadi?

Politik dinasti dimaknakan sebagai kekuasaan turun temurun ketika penguasa politik
mendorong atau mendukung anggota keluarganya untuk meneruskan kekuasaan. Politik
dinasti di Indonesia terjadi politik dinasti misalnya pada 2020, menantu Jokowi menjadi
wali kota Medan. Tak lama, Gibran yaitu anaknya menjadi wali kota Solo dan sekarang
menjadi cawapres. Terakhir, ada kabar mengenai Kaesang, anak ketiga Jokowi menjadi
calon walikota Depok.

Ketika dinasti politik muncul, aspek moral dan hukum akan bertemu. Moral membahas masalah
etika yang mendalam seperti kesetaraan atau keadilan dan hukum membahas sejauh mana politik

dinasti melanggar konstitusi.
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Kesimpulan

Pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapr menghadapkan kita pertanyaan-pertanyaan yang
menguji hubungan antara hukum, moralitas, dan etika dalam konteks politik. Keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi lampu hijau bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres
2024 telah memicu berbagai reaksi dan polemik di masyarakat. Polemik ini tidak hanya
mencerminkan perbedaan pandangan terhadap keputusan hukum, tetapi juga mencerminkan

pertimbangan etis mengenai politik dinasti dan nepotisme.

Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana keputusan hukum tersebut adil dan sesuai dengan
prinsip moralitas dalam konteks demokrasi. Dalam dimensi hukum, keputusan MK harus dilihat
secara objektif dan kritis, mempertimbangkan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Namun,
dalam dimensi moral dan etika, pertanyaan lebih dalam muncul tentang keadilan, kesetaraan, dan

integritas politik.

Adakah keputusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam
masyarakat? Sebagai penutup, perlu adanya upaya bersama untuk memastikan bahwa proses
politik, terutama dalam konteks pemilihan umum, selalu mengedepankan prinsip-prinsip
moralitas dan etika yang tinggi, sehingga keadilan dan kebenaran dapat terwujud bagi seluruh

rakyat Indonesia.
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